RAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT |y SUKDIx
NOMOR 4 TAHUN 1989 SERI D No, > #0

PERATURAN DAERAH KABUPATEN papg,
SUKOHAR g 1 TINGKAT

NOMOR 8 TAHUN 1938
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAK KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT Il SUKOHARIO NOMOR 7 TAHUN 1979 TEN -
TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARI-
AT WILAYAH | DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWA -

KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT i
SUKOHARIJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARIJO
Menimbang * a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Kelem -
bagaan dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan Radio Siaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukobarjo
sesuai dengan Surat Gubernur Kepali Daerah. Tingkat I -
Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1988 Nomor 061 / 07865 perlu-

?’ m&nin‘kltkan e a ¢ 8 8 ¢ o0
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meningkatkan status Sub Bagian Organisasi dap Talala
menjadi Bagian serta mepambah Sub Bagian Pcmblnaan by
Siaran Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan M Syar::h]
Sekretariat Wilayah / Daerah ; : , a

b. bahwa sehubungan dengan itu maka perlu mengadakan Peru,
han yang kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerap, Ting,
kat 1 Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1979 tentang susupap Organx.
sasi dan Tata Kerja Sckretariat Wilayah / Daerah dap Sekrety
riat Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ti
kat Il Sukoharjo ( Lembaran Dacrah Kabupatep ~Daerah Ting
kat 1 Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1980 Seri D Nomor 2 ), yany
telah diubah untuk yang Pertama kali dengan Peraturap Daery}
Kabupaten' Daerah Tingkat 1I Sukoharjo Nomor 2 Tahug 1983
tentang Perabahan yang pertama Peraturan Daerah 'Kabupaty
Daerah Tingkat 1I Sukoharjo Nomor 7. Tahun 1979 tentay
Susunan Organisasi dan. Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerab
dan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate

Dacrab Tingkat 11 Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokdk - pokok
e * Pemerintahan di Daerah *
~2 Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukat”
"Daerah - daerah Kabupaten dalum Lingkungan Propinsi Jan
Teéngah.

CamScanner



53

3. Keputusan Menteri Dalap, Negeri Nomo
tang Pedoman susunan Organisag 4 T 130 Tapyp 1978 ¢
i da en.

Wilayah / Daerah Tingkat |p Sek tn

| ’ [Ctarj

Tingkat II dan Sekretariat Dewan p -
erw

Tingkat 1.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilap Rakyat D, h
era

Tingkat Il Sukoharjo.

enetapkan : PERATURAN DAF

o KAT 11 SUKOP?:::?OH Ti?ﬂi[zil;\lA(;rEN e i
PERUBAHAN YANG
KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II SUKOHARIJO NOMOR 7 TAHUN 1979
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II SUKOHARIJO

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Dazerah Tingkat II  Sukobarjo
Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang
Keputusan Gubernur Kepala Daerah

disahkan dengan Surat
188. 3/37/

Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Maret 1980 Nomor :

Tahun 1980 ¢ e e v v o

: ’A
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pa(eu h
ug lela

pertama Kk 8katy;
or 2 Tahun 1983 tentang Perubahan yang pertama kaj; Pefatu
r

Tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah K&bu
Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1980 Seri D Nomor gil
ingks

ali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ty, hy

S"h

Nom : w)
Kabupaten Dacrah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahug 1979 tenty ]

¢ . g
Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Wilayab/ Daerah dap Sekrery, t
[a[D

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II S“kOhajo
~ i yﬁﬂi

sashkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkatl
Tengah tanggal 19 Agustus 1983 Nomor : 188.3 / 10425 Tahug 193 i
undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I S
Nomor 8 Tahun 1983 Seri D Nomor 3, diubah lagi sebagai berikut

A. Pasal § diubah dan ditambah schingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 6

Bzgian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ioi adii

8. Bagian Pemerintahan 3
b. Bigian Hukum :
¢. Bagian Hubungap Masyarakat ;

d. Bagian Organisasi dap Tatalaksang :
' $
e. Bagian Perekonomian ;

¢ Bagitd' "

y
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f. Bagian Keuangan ;
g. Bagian Pembangunanp ;

h. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
i. Bagian Umum ;

3

j. Bagian Kepegawaian ;

B. BAB 1l Bagian Ketiga judul yang berbunyj

+ Bagian Hukyp
" dan Organisasi & Tatalaksang ” diubah menjad

i Bagian Huokum”,
C. Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 2 djybap sehingga masing -

masing berbunyi sebagai berikut,
Pasal 15

Bagian Hukum menpuayai tugas melaksanakap sebagian tugas Se -
kretariat Wilayah / Daerah dalam mengkoordinasikan Perumusan pera-
turan Perundang - undangan, menelash hukum, memberikan banty-

an hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum.
Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 peraturan-

Daerah ini Bagian Hukum mempunyai fungsi :

8. Mengkoordinasikan Perumusan Peraturan Daerah dan Keputu-
san Bupati Kepala Daerah serta mengikuti dan mengolah per-
kembangan hukum,

b Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan dibidang Pemerintahan Daerab.

¢, Memberikan . . . o .
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o saran pertimbangan dan bantuan hukum Kepag
a

c. Memberika
h Daerah atas masalah hukum
yahg

semua unsur pPemerinta

| dalam pulaksanaanftugas ;

timbu
ndang - undangan, melakyy,
|

d. Menghimpun Peraturan Peru
publikasi hukum, produk hukum dan melakukan dOk“mentasi

hukum.
Pasal 17

Bagian Hukum terdiri dari

2. Sub Bagian Perundang - undangan dan penelaahan Hukum ;

b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum ;

c. Sud Bagian Bantuan Hukum.

Pasal 18

Sub Bagian- Sub Bagian scbagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan
Daerah ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Ba-

gian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bagian Hukum.

Pasal’ 19/

Sub Bagian Perundang-undangan dan penelaahan hukum mempy ~
nyzi tugas mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturad Das
erah Tingkat II, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat L 8ol
ta menclash dan mengevaluasi Peraturan Daerah Tingkat If e

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11

Pasal 20 - °

i
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Pasal 20

gub Bagian Dokumentasi Hukum mempuny,;

dokumnetasi dan publikasi produk - Produk hykym menerbjgy

Nyebarap Dokumcntasi Hukum
Pasal 3 .

Lembaran Daerah serta mengatyr pe

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyaj tugas menerima, mengum

m yang timby
erintah Daerah, serta memberikun bagpty.

pulkan dan mempelajari persoalan - persog)ap huku
dalam pelaksanaan tugas Pam

an hvkum kepada unsur-unsur Pemerintah Dzerah yang timbul dalam

pelaksanaan tugas masing - masing dan memberikan perlindungan

hukum yang bersangkutan dengan sengketa S¢Wa menyewa rumah,

Diantara pasal 28 dan 29 yang telah diubah dengan menambah |

Bagian dan 6 pasal dalam Peraturap Daerah Perubahan Pertama,

diubah dan ditambah lagi dengan 1 Bigian baru dan 5 pasal baru,
sehingga berbunyi sebagai berikut,

Bagian Kelima
Bagian Hubungan Masyarakat
Pasal' 28 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan se-
bagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam bidang pem-
binaan dap pengembangan hubungan masyarakat guna memantap-

kan kebijaksanaan Pimpiran pemerintah Daerah,

Pasal 28 B......

|
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pasal 28 B
o togas torscbut Pach pasal 3 o |
ksand , Tay, |
Uatuk mf,aBagia Hubungat Masyarakat mempunyaj fungy; u,%{

balik antara Pcmefim.h |
D, |

V|
2

erab Ohuk.
di W"ayahnya ’ |

ungan dengan satuan - satua !
n hubung _ n Oganiy

gan pemerintah Daerah untuk memberiky, . |
e~

. 1

nakan pubungad timba:

sa o
Melak yarakat umum dan organisasi gog,

b Mclaksanaka
daiam lingkun
perangan teatang kegiatan Pimpinan Peari,|

ngertial dan p®

tah Daerab ; |
Menilai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhyy,

C.
;jaksanaan Pemerintah Daerah ;

pelaksanaan keb

o dan melaksanakan kegiatan untuk memperoit

d. Merencanaka
pengertian, keyakinan dan. partisipasi masyarakat terhadap ke
tan Pemerintah Daerah ;

bijaksanaan dan kegia
erangan dan pemberitaan;

Menyclenggarakan kegiatan pen

Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi fotografi perekd:

man, penerbitan dan mendistribusikan bahan - bahan pener

bitan ;
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Radio Siaran P’

merj ; iy 1 qiaral
iz Dacrah, mengevaluasi dan meneliti dampdk iaf

Pasal 28 c.'"

A
CamScanner



59"

Pasal 28 ¢
— Hubungan M_asyarakat_ terdiri darj
o Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informas; .
b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;
4. Sub Bagian Pembinaan Radie Siaran Pemerintah Daerah;

Pasal 28 D

Sub Bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud pasal 2§ C Pera -
turan Dacrah ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,

Pasal 28 E
. Sub Bagian Pengumpulan dan Panyaringan Informasi .mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Sckretariat Wilayah / Daerah -
dalam mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi baik
yang berasal dari instansi - instansi vertikal, dinas - dinas Daerah
maupun masyarakat umum, melaporkan informasi - informasi yang
dianggap perlu sebagai wmpan baik terhadap pimpinan Pemerintah
Daerah.

Pasal 28 F
Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas melak-
sanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam me-
nyelenggarakan kegiatan pencrangan baik intern maupun ekstern,
menyelenggarakan pemberitaan baik melalui media massa Pemerintah
Dacrah maupun melalui pers, melayani masyarakat yang memer =

lukan informasi dan mengadakan tanggapan atau penjelasan pers.

el
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Pasal 28 G

gian Publikasi dan Dokumentasi mempunyaj tug

Sub Ba .
sanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah G, Sl
canakan dan menyelenggarakan pencrbuan dOk“mentas, tﬂleren

Og ﬁf|

rekaman, pepyajian data dan pameran serta mendxstnbusk
as

han - bahan penerbitan,
Pasal 28 H

Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah D;:le,rahm‘,mpu ‘
nyai tugas melaksanakan scbagian tugas Sekretariat Wilayah/na
erah dalam mercncanakan dan menyclenggarakan kegiatag. Ragi,
Siaran Pemerintah Daerab, mcngcvaluasl dan meneliti dampak 4

aran dalam usaha pembinaan dan pengembangan . Radig - Siarag
Pemerintah Daerah.
-Bagian' Keenam
‘Bagia'n Organisasi dan_ Tatalaksana
Pasal 281
Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugasmengumpul-
kan dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan progran
dan petunjuk serta memonitor :dan. mengevaluasi perkembangan d

bidang kelembagaan dap ketatalaksanaan: serta-menyusun: konsep

konsep mengenai pembakuan sarana sesta. mengelola: perpustakéd™

P".'al:“ o 0
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Pasal 23 j

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada

. i Pasal 28 1 p
erah ini Bagian Organisasi dap Tatalaksana By, e.raturan Da- |
Yl fungsj .. |

a. Mengumpulkan dan mengolah datq serta

¢. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan kop - |
sep - konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan terhadap
pembakuan sarana kerja dalam rangka efisiens; ;

d.

Mengelola dan mengembangkan perpustakaan,
Pasal 28 K

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dati ;

3. Sub Bagjan Kelembagaan ;

b. Sub Bagjan Ketatalaksanaan ;
¢ Sub Bagian Perpustakaan ;

)

Pasal . ..+

é. X
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Pasal 28 L

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana terseb ut pada Pagg|
rah ini d pimpio oleh seorang Kepala gy B28

h dan bertanggung jawab kepada Kepay Bigy
‘ a

dibawa ;
i dan Tatalaksana. ,gF‘

Pasal. 28 M
rempunyai tugas mengumpulkan, p,,
h data dalam rangka perbaikan g,
lingkungan Pemerintah Daerap,

yang perada

gn Organisas

Sub Bagian Kelembagaan

sistematisasikan dan mengola

embangan Organisasi dalam

instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Petang

peng

Instansi -
kat Wilayab Administratip.
Pasal 28 N

Sab Bagian K statalaksanaan mc_mpunyai tugas mengumpulkan,
mensistematisasikan dan mengolah data dalam raogka perbaikah
thode kerja dalam lingkungan Pemerintal
ikal Departemen Daiam N'cgeri dan

sistim, tatakerja dan me
Daerah, Instansi - jnstansi Vert
Perangkat Wilayah Administratip.
Paszl 28 O
un rcncaﬂai

tugas menyus

Sub Bagiin Perpustakaan mampinyai

buku perpustakas

et 8 . uku
mengurus pemipjama? b

mengadakan dan m2melihara buku -
alat perpustakaan serta mengatur dan
buku dan administrasi psrpustakaan. -
h, dan Kedelapan yark e ili;lan
ujuh, Kedelapad dan e jod
ctama, diubab Jagi men)

n dan KeseP.”'“h’

Bagian Kelima, Keenam, Ketuju
bah menjadi Bagian Kgenam, Ket
dalam Peraturan Daerah Perubahan Pe
lBagian Ketujuh, Kedelapan, Kesembila

e
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pagan Susunao Organisasi Sekretarjqy Wilayah Daerah dag g
; re -
g ariat Dewan Perwakilan Rakyat pyyo o yang telah diyp,

ma, diub
m Jampiran Peraturan Daera} ini
ja

b dengap
ah lapi sebagaimana da.

Yang merupakan bagian ta

peratoran Daerah Perubahan pepg
er

terpisabkaD.

Pasa] II

peraturan Daerab ini mulai berlagy sejak tangga| diund

angkan,
Ager supaya setiap orang dapat Mengetahuinya, memerintahkan pe -

nya dalam

harjo.

ngundangan Peraturan Daerah jpj dengan penempatag

Lembaran Daerah Kabupaten Daerap Tingkat 11 Syko

Sukoharjo, 12 Nopember 1983

NPERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAER AR
JEE:BUPATEN DAERAH TINGKAT 1I

SUKOHARJO "~ TINGKAT II SUKOHARJO
KETUA
ttd ‘ . ttd.
' PTO
DJOKO WALUIJO, BA. Drs. SUPRA

o
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DISAHKAN
Dergan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 13 Maret 1989 No, 188.3 /78 1989
Ab. Sckretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum,

ttd.

R. ABDOEL MOECHNI,  SH
NIP 500 037 588

Diundangkan dalam lembaran Daerzh
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukecharjo
Nomor : 4 Th 1989 Seri D No. 2
Pada Tanggal : 27 Maret 1989

Sckretaris Wilayah / Daerah
ttd,

Brs. SOETJIPTO
- NIP. 500 031 518

|
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